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PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 2¢ TAHUN 2013

TENTANG

PENG
(‘GUNA}/BL\}I\\IGIIBIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
AN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah
dgrl sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Sintang, maka penggunaan Biaya Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten
Sintang  diarahkan kepada upaya peningkatan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Sintang;

b. bahwa pengaturan penggunaan biaya pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, untuk lebith meningkatkan
kinerja dan motivasi bagl pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang
Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat 11 Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

—

Mengingat

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 quor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569); -

3. Undang-Undang ...
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alak Denpanlgs Tahun 1997 tentang
blik Ingdor o) urat Paksa (Lembaran

€sta Tehun 1997 Nomor 42,

Un 3
Per?yaelffnunfang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Korupsi g%{ l"laap Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Republil’( IHZUSI Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Letmba " onesia Tahup 1999 Nomor 75, Tambahan
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undan

g Nomor 31 Tah
Pemberantasan ahun 1999 tentang

N _ Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
¢gara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan ~ Dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
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Per ;

P ;S;ﬂiin Pemeqntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang

. glan  Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan
gunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah

Daerah (Lembaran N . :
€ga R
2000 Nomor 36); gara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Daria Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan  Dan Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupalen Sintang Tahun 2008
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
7008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
gintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

22, Peraturan |



MEMUTUSKAN:-

Menctapkan : PERATURAN B

PEMUNGUTAN léi”‘ TENTANG PENGGUNAAN BIAYA
PEMERINTAH KA JAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
-y BUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1;
2.

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sintang,

selaku Kepala Daerah Kabupaten
Sintang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan

Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,‘adal_ah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan UndangiUndang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjut .di§i'ngkat_PBB adalah pajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan bes'grnya. pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
Pe€nyetorannya;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang Sdanjutnya disingkat SPPT
adalah Surat yang digunakan untuk membeptahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak.

10. Anggaran
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BAB 11

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

Penggunaan 'Biaya Pemungutan PBB yang merupakan bagian Pemerintah
Kabupaten Sintang diarahkan untuk:

a. Kegiatan Peningkatan Penerimaan PBB di Kabupaten Sintang, meliputi:

1. biaya struk/potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
PBB Tahun 2013;

2. biaya upah pungut petugas penagihan PBB desa dan kelurahan;

3. pengadaan sarana dan prasarana penunjang yang mendukung
kelancaran operasional pelaksanaan tugas pemungutan PBB;

4. kegiatan lain yang dituyjukan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas penanganan PBB,;

b. Insentif bagi Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada
SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB.

Pasal 3

Pembagian besaran penggunaan Biaya Pemungutanv PBB yang merupakan
Bagian Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai herikut :

a. kegiatan peningkatan penerimaan PBB ditetapkan sebesar 40% (empat
puluh persen) dari jumlah Biaya Pemungutan PBB yang merupakan
bagian Pemerintah Kabupaten Sintang;

b. insentif untuk Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Sintang dan staf pada
SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB
ditetapkan _sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Biaya
Pemungutan PBB yang merupakan bagian Peinerintah Kabupaten
Sintang.

Pasal 4

(1) Pembagian besaran penggunaan Bigya Pemungutan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas yang mengelola PBB di Kabupaten Sintang,

(2) Pembagian besaran pembayaran Insentif untuk Tim Intensifikasi dan staf
pada SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan atau pemungutan PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Sintang.

BAB 11I ...
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BAB 1v
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang

Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi

Dan Bgngunan Ba.gian Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2013
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'
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2013

O?SEKR ARIS ERAH KABUPATEN SINTANG, Q/

ULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR



